
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 

NOMOR   2  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 

NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL, 
PENYALAHGUNAAN ALKOHOL, OBAT-OBATAN DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian minuman beralkohol dan 

mengoptimalkan penertiban penyalahgunaan alkohol, obat-
obatan dan zat adiktif lainnya melalui penegakan Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, 
Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan 

Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-obatan 
dan Zat Adiktif Lainnya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan Minuman 
Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-obatan dan Zat 
Adiktif Lainnya; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang  Penetapan  
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah  Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3671); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan 

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak ((Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5606); 

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Narkotika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5062); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5512); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang 
Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan 

Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 290), Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5772); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402);  

13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
190);  

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ MDAG/ PER/4 
/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap 

Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 
tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/4 /2014 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, 
Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan 
Alkohol, Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, 

Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR 

dan 

BUPATI BANJAR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 15 TAHUN 

2014 TENTANG PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL, 
PENYALAHGUNAAN ALKOHOL, OBAT-OBATAN DAN ZAT 

ADIKTIF LAINNYA. 
 
 

 



4 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-
Obatan dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 

2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 

15 Tahun 2014 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan 
Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 
Nomor 6) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.  

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.  

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.  

5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang 
diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara 
fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara 

perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau 
tidak, maupun yang diproses dengan cara menyampur konsentrat 

dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung 
etanol.  

6. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara 

mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari 
tanaman/bahan yang mengandung alkohol/bahan lain sehingga menjadi 

jenis minuman baru yang beralkohol.  

7. Minuman Oplosan adalah hasil dari kegiatan pencampuran minuman 
dan atau obat-obatan medis dengan alkohol atau minuman suplemen 

yang menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.  

8. Obat Oplosan adalah hasil dari pencampuran obat-obatan medis tanpa 
resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat menimbulkan 

efek mabuk atau efek kecanduan.  

9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah 

perangkat daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum 
serta menegakkan Peraturan Daerah.  

10. Orang adalah orang perseorangan.  

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha 
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap.  



5 

12. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam 
narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif yang dapat 
menimbulkan ketergantungan dan mengakibatkan efek mabuk.  

13. Apotik adalah tempat menjual dan/atau tempat membuat atau meramu 
obat.  

14. Toko Obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk 
menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual 
secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat 

izin.  

15. Penyelenggara adalah orang/badan hukum yang menyelenggarakan 

kegiatan hiburan atau keramaian umum.  

16. Keramaian Umum seperti pertunjukan musik, pertunjukan seni, 
pemutaran film dan lain-lain, termasuk kegiatan acara perkawinan.  

17. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS 
adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang.  

18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya.  

19. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, 
kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. 
 

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 4 
 

Setiap Orang atau Badan dilarang memproduksi, mengedarkan, menjual, 

menyimpan, mempromosikan dan mengonsumsi minuman beralkohol di 
Daerah. 

 
3. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 5 

 

(1) Setiap Orang dilarang:  

a.  menyalahgunakan alkohol/obat-obatan dengan tujuan untuk dapat 

menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan 
efek mabuk;  

b.  menghirup dan/atau menghisap Zat Adiktif Lainnya dengan tujuan 

untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat 
menimbulkan efek mabuk;  

c.  membuat, menjual atau mengedarkan obat-obatan oplosan 
dan/atau minuman oplosan;  

d. menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan meminum 

Minuman Beralkohol, Minuman Oplosan, tempat penyalahgunaan 
Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya; dan  

e.  menghambat dan/atau menghalangi tindakan penyidikan oleh 

PPNS.  
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(2)  Setiap Orang/Badan selaku pemilik usaha/penyelenggara atau panitia 
penyelenggara dilarang melakukan kegiatan penggunaan Minuman 
Beralkohol/Minuman Oplosan dan/atau kegiatan penyalahgunaan 

Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya. 
 

4. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 10 

 
(1) Setiap Orang yang menjual atau mengedarkan alkohol harus 

mempunyai izin. 

(2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 5 huruf a dan huruf b direhabilitasi berdasarkan Putusan 
Pengadilan yang tetap atau berdasarkan permohonan rehabilitasi yang 

diajukan oleh yang bersangkutan atau keluarganya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(4) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pembebanan anggaran untuk biaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dibebankan pada: 

a.   APBD; dan/atau 

b.   sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

5. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB VIIA 
SANKSI ADMINISTRATIF 

 
6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 12A 

 

(1) Setiap pemilik usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi 

administratif.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a.   teguran lisan;  

b.   teguran tertulis;  

c.   penghentian sementara kegiatan;  

d.   penghentian tetap kegiatan;  

e.   pencabutan sementara izin usaha;  

f.   pencabutan tetap izin usaha; dan/atau  

g.   denda administratif. 

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g 
merupakan penerimaan Daerah.  
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(4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

7. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 14 
 

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam dengan pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 

Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).  

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf 

b, huruf c, huruf d dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 
(Dua puluh lima juta rupiah).  

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 
pelanggaran.  

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan 
penerimaan negara. 

 

Pasal II 
 
Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. 
 

Ditetapkan di Martapura 

pada tanggal 8 Maret 2021  
    

BUPATI BANJAR, 
 

Ttd 

 
SAIDI MANSYUR 
 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 8 Maret 2021       

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 

Ttd 
 

                MOKHAMAD HILMAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 2 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN (2-30/2021) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 

NOMOR   2    TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 

NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL, 
PENYALAHGUNAAN ALKOHOL, OBAT-OBATAN DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA 

 
I. UMUM 

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 255 dan Pasal 257 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong 
Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 
Daerah, sedangkan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan 

Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Daerah. 

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penegakan 
Peraturan Daerah dan proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan 

Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-obatan dan Zat Adiktif 
Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan Minuman 
Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya, 

maka dipandang perlu melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan 
Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-obatan dan Zat Adiktif 

Lainnya. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

 Angka 1 

Pasal 1 

Angka 1 

 Cukup jelas. 

Angka 2 

 Cukup jelas. 

Angka 3 

 Cukup jelas. 

Angka 4 

 Cukup jelas. 

Angka 5 

 Cukup jelas. 

Angka 6 

 Cukup jelas. 
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Angka 7 

 Cukup jelas. 

Angka 8 

 Cukup jelas. 

Angka 9 

 Cukup jelas. 

Angka 10 

 Cukup jelas. 

Angka 11 

 Cukup jelas. 

Angka 12 

Zat Adiktif Lainnya seperti Lem, Spiritus, dan/atau bahan yang 
dapat menimbulkan ketergantungan dan mengakibatkan efek 

mabuk. 

Angka 13 

 Cukup jelas. 

Angka 14 

 Cukup jelas. 

Angka 15 

 Cukup jelas. 

Angka 16 

 Cukup jelas. 

Angka 17 

 Cukup jelas. 

Angka 18 

 Cukup jelas. 

Angka 19 

 Cukup jelas. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Ayat (5) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

Angka 5 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Cukup jelas. 

Angka 7 

Cukup jelas. 

 
Pasal II 

 Cukup jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2  


